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UNDANG-UNDANG Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) meru-

pakan tanda bahwa negara eksis dan aktif

dalam memberikan naungan dan jaminan

keselamatan bagi Pekerja Rumah Tangga

(PRT). Sayangnya, hingga kini RUU

PPRT belum juga disahkan. Padahal  tan-

pa regulasi, posisi PRT adalah lemah.

Ironisnya, dalam keadaan lemah pun sa-

ngat rentan untuk ‘dilemahkan’ baik se-

cara finansial, sosial, emosional, bahkan

seksual. 

Suatu pekerjaan idealnya harus memi-

liki kemampuan untuk meningkatkan ke-

sejahteraan atau setidaknya mencukupi

kebutuhan. Namun pada kenyataannya,

PRT bekerja dalam iklim bekerja yang

masih sangat jauh dari ideal. Bila lazim-

nya pegawai dan pekerja di instansi me-

miliki hak cuti dan hak libur, tidak

demikian halnya dengan PRT. Tidak

jarang PRT harus bekerja dengan mening-

galkan anak-anak yang sebenarnya masih

membutuhkan pengasuhan penuh. 

Kabar buruknya adalah, anak-anak

dari PRT rentan mengalami penelantaran

pengasuhan. Tanpa pengasuhan yang op-

timal, anak akan rentan tumbuh dengan

beragam perilaku yang menyimpang se-

hingga melahirkan Penyandang

Permasalahan Kesejahteraan Sosial

(PMKS). Hal ini timbul karena PRT harus

bekerja sejak pagi hingga malam, bahkan

ada pula yang harus menginap tanpa

adanya regulasi upah yang jelas (dan

layak). 

Ketidakadilan

Perlakuan yang berbeda terhadap profe-

si PRT hanya akan menyisakan keti-

dakadilan. Pada gilirannya, ketidakadilan

itu tidak hanya akan berdampak pada

PRT, tetapi juga anggota keluarga yang

lain. Meski sudah sangat lama diwa-

canakan, RUU PRT belum juga disahkan.

Dalih yang diajukan adalah demi menjaga

kualitas agar UU nantinya dapat menjadi

payung hukum tidak hanya bagi yang be-

kerja di dalam negeri tetapi juga pekerja

migran. 

Idealnya, UU PPRT harus memberikan

peluang agar PRT tetap mampu  menjadi

manusia seutuhnya yang memiliki kebe-

basan berpendapat dan memilih. PRT ti-

dak boleh dipinggirkan dan terpinggirkan.

PRT juga tidak boleh dianggap sebagai

pekerjaan rendahan yang mengakibatkan

terjadinya perbudakan di era post modern.

Oleh karena itu, UU PPRT yang nanti

akan disahkan harus mencakup perlin-

dungan finansial, sosial, psikis, dan juga

spiritual. Dalam hal perlindungan finan-

sial, PRT harus mendapatkan gaji sesuai

dengan upah minimal yang dihitung

sesuai dengan beban kerja. Dalam hal per-

lindungan sosial, PRT juga perlu

mendapatkan hak libur, hak izin,

termasuk cuti karena alasan

yang jelas semisal melahirkan,

sakit, dan lain sebagainya. PRT

juga memiliki hak berorganisasi

dan mengembangkan kapasitas

diri setara dengan orang yang

mempekerjakan. 

Relasi

PRT juga layak mendapatkan

untuk bebas dari hinaan, cacian,

dan ujaran yang menyakitkan.

PRT tidak boleh mendapatkan

ancaman dan intimidasi dari

keluarga tempat bekerja yang

membuatnya menjadi korban ke-

kerasan. Relasi antara PRT de-

ngan pemberi kerja idealnya

adalah resiprokal dan saling

menguntungkan.  Selanjutnya,

dalam hal perlindungan sosial, PRT juga

harus mendapatkan hak beribadah sesuai

dengan agama yang dianut. Pokok-pokok

di atas haruslah ada dalam UU PPRT

yang akan disahkan. 

Kita berharap bahwa DPR akan segera

mengesahkan RUU PPRT yang telah

dibahas secara matang dan mendalam.

Penundaan pengesahan RUU PPRT  men-

jadi UU PPRT Mdapat menjadi celah un-

tuk melakukan eksploitasi terhadap PRT.

Dengan pengesahan babak baru keadilan

sosial pun akan dimulai. Dengan pening-

katan status RUU PPRT menjadi UU

PPRT, semoga akan membuka jalan bagi

PRT untuk lebih berdaya dalam mengga-

pai kesejahteraan finansial, fisik, psikis,

sosial, dan spiritual. Kita berharap se-

moga RUU ini segera disahkan demi ter-

wujudnya keadilan bagi PRT yang sering

terpinggirkan.  ❑-f

*) Nurul Lathiffah MPsi, Peminat

Kajian Psikologi Wanita

Etika Politik Pancasila

Nurul Lathiffah

Dosen UII dikabarkan hilang kontak

-- Jejak digital menemukan sudah di

Istanbul
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Muhammadiyah-Aisyiyah hidupkan spir-

itual tajdid terus-menerus

-- Tajdid harus dinamis, sesuai zaman

***

Banjir melanda sebagian wilayah Klaten

-- Air Bengawan Solo, mengalir sam-

pai jauh....

UU PPRT untuk  Keadilan yang Beradab

SETAHUN lagi Bangsa Indonesia

akan menyelenggarakan perhelatan poli-

tik akbar. Ada pemilu presiden - wakil

presiden, pemilu legislatif : DPR RI,

DPRD, DPD, yang akan dilaksanakan 14

Februari 2024. Sedangkan pilkada: gu-

bernur, bupati, dan walikota, serentak

akan dilaksanakan 27 November 2024.

Pemilu merupakan proses pembangunan

politik yang diharapkan dapat membawa

kepada kesejahteraan masyarakat. 

Menurut  Prof Dr M Sastrapratedja SJ

(1986),  pembangunan politik, akan

membawa ideologi tersembunyi yang

cenderung membenarkan kepentingan

tertentu. Ideologi tersembunyi adalah

suatu pandangan hidup yang irasional,

dalam pengertian bahwa ideologi itu

muncul dari gambaran-gambaran, pe-

ngalaman, konteks sosial dan penga-

ruh-pengaruh lain yang prarasional

yang tidak disadari secara eksplisit.

Ideologi dalam arti ini dilawankan de-

ngan pandangan yang akurat tentang

kenyataan, dan umumnya mendorong

orang untuk mempertahankan status

quo. 

Guna mengatasi ideologi tersembun-

yi yang hanya mementingkan kepen-

tingan tertentu, dibutuhkan kritik ide-

ologi yang mampu membebaskan

orang dari kecenderungan ideologis ini.

Untuk itu dibutuhkan kerangka

acuan. Kerangka acuan yang telah

menjadi konsensus adalah Pancasila dan

UUD 1945. Pembangunan politik harus

selalu dievaluasi dalam kerangka

Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi

fundamental. 

Nilai Kemerdekaan

Dalam Pembukaan UUD 1945, perta-

ma, ditegaskan nilai kemerdekaan yang

harus dicapai lewat pembebasan dari

penjajahan. Kedua, ditekankan nilai ke-

cerdasan kehidupan bangsa. Ketiga,

ditekankan perlunya mewujudkan keadi-

lan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tiga nilai ini sangat aktual, di samping

nilai-nilai lainnya. Nilai kemerdekaan

dikaitkan dengan pembebasan dari pen-

jajahan sehingga bangsa Indonesia dapat

mandiri dan memiliki identitas sendiri.

Menurut Prof Dr Franz Magnis Suseno

SJ (1986), dalam pembangunan politik

dibutuhkan etika politik. Pancasila seba-

gai pedoman kehidupan berbangsa dan

bernegara, harus dipahami, dihayati, dan

diamalkan dalam tata kehidupan ber-

politik. Etika politik Pancasila adalah

suatu proses pengambilan keputusan

dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai

oleh nilai-nilai Pancasila, karena Panca-

sila adalah falsafah Bangsa Indonesia.

Setiap warga negara dan penyeleng-

gara negara harus memahami, menghay-

ati dan mengamalkan Pancasila dalam

segala bidang kehidupan. Etika berkait-

an dengan berbagai masalah nilai susila

dan tidak susila, baik dan buruk. Sifat se-

seorang dikatakan susila apabila ia

melakukan kebajikan, sebaliknya sese-

orang dikatakan tidak susila apabila ia

melakukan kejahatan. Tema utama etika

politik adalah kekuasaan politik, dan

tuntutannya yang paling mendasar

adalah keadilan. Etika politik menem-

patkan kekuasaan ke dalam tuntutan

kritis keadilan. Masalah khusus segenap

kekuasaan, terutama kekuasaan politik

memiliki monopoli atas penggunaan ke-

kerasan. Kekuasaan membuka kesem-

patan untuk menganggap sepi tuntutan

keadilan. 

Etika politik adalah usaha untuk

menentang kesewenangan kekuasaan.

Orang memiliki kekuasaan tidak berarti

ia berhak memakai menurut kemauan-

nya sendiri. Menurut Thomas Aquinas,

seorang raja yang menyalahgunakan

kekuasaan yang diterimanya, telah

melanggar perjanjian dengan rakyat

yang mendasari haknya untuk me-

mimpin masyarakat, maka ia bukan raja

lagi melainkan tidak lebih dari seorang

perampok.

Negarawan

Karenanya, negarawan harus selalu

menomorsatukan kepentingan

umum. Bahkan apabila mereka dipi-

lih sebagai calon sebuah partai, begitu

mereka memegang kekuasaan ne-

gara, mereka wajib untuk mengusa-

hakan kesejahteraan masyarakat.

Bukan hanya kesejahteraan yang me-

milih mereka.

Etika politik dalam arti yang sebe-

narnya tidak menyibukkan diri de-

ngan sikap-sikap individual yang di-

harapkan dari para negarawan,

melainkan dengan pengaturan atau

penataan masyarakat.  Etika politik

mempertanyakan bagaimana masya-

rakat harus ditata sehingga sesuai de-

ngan martabat manusia dan keadilan.

Keadilan sosial tercapai apabila struk-

tur-struktur kehidupan politik, sosial,

ekonomis, budaya dan ideologis dalam se-

buah masyarakat tersusun sedemikian

rupa. Hingga keadaan dapat disebut adil,

artinya, setiap orang memperoleh hak-

nya dan diperlakukan dengan sama. ❑-f

*) Dr Niyoko MPd, Dosen MKU UNY.

NiyokoMenunggu Erick Mewujudkan Janji
SESUAI prediksi, Erick Thohir

menang mutlak dalam Kongres

Luar Biasa Persatuan Sepak-

bola Seluruh Indonesia (KLB-

PSSI).  Meraup 64 dari 86 voter.

Pesaing beratnya, AA La Nyalla

Mattaliti hanya mendapatkan

sisa suaranya. Menteri BUMN

yang sejak awal banyak menda-

pat dukungan dengan merendah

menyebutkan : ÒJabatan sebagai

Ketua Umum PSSI bukanlah ke-

menangan pribadinya, namun

kemenangan bersama...Ó

Erick tercatat sebagai Ketua

Umum ke-20 sejak PSSI didiri-

kan tahun 1930. Harapan besar

pun tercuat. Ia berjanji memba-

ngun sepakbola bersih dulu,

baru prestasi. Sebuah janji yang

amat sangat berat. Mengingat

prestasi sepakbola negeri ini

jauh dari prestasi yang dian-

gankan.  Terakhir prestasi mem-

banggakan itu diraih 31 tahun si-

lam ketika Kardono memimpin

PSSI dan menyabet medali

emas di SEA Games 1992. 

ÒTujuan utamanya memba-

ngun sepakbola bersih dan

berpretasi. Waktu itu saya bi-

lang:  saya bicara,  perlu nyali.

Memperbaiki sepakbola Indo-

nesia tidak perlu teori. Hari ini ki-

ta sudah tidak bicara nyali lagi.

Tapi kita bicara bagaimana nyali

membuktikan memang kita

berprestasiÓ. Inilah kalimat Erick

pada media, pascaterpilih seba-

gai Ketua Umum PSSI periode

2023 - 2027 (KR, 17/2).

Dunia olahraga bukan hal baru

baginya. Pengalaman di bidang

olahraga tidak hanya di sekitar

sepakbola saja. Menteri kelahir-

an 30 Mei 1970 ini adalah pemi-

lik Klub Basket ÔSatria MudaÕ dan

Ketua Umum PP Perbasi perio-

de 2004 - 2006 dan Presiden

Asosiasi Bola Basket Asia

Tenggara sejak 2006. Sebagai

Anggota Komite Olahraga

Internasional (IOC) mestinya pa-

ham menanangani tatakelola or-

ganisasi olahraga. Erick adalah

pengusaha dan mantan pemilik

Klub Liga Itali, Inter Milan. Tentu

sangat paham membawa sepak-

bola sebagai sebuah industri di

tengah  ÔpermainanÕ yang terjadi

di dalamnya. Tentu untuk Ômem-

bersihkan permainan kotorÕ ter-

masuk cengkeraman mafia,

adalah tugas yang sangat tidak

ringan bagi Erick. Karenanya,

pada awak media pun Erick me-

minta dibantu dan didukung un-

tuk tetap bisa mengawasi kinerja

kepengurusan PSSI, dari luar.

Erick bahkan menilai, media se-

lama ini bisa menjadi penjaga

sepakbola Indonesia agar se-

makin bersih dari praktik mafia

pengaturan skor. 

Harapan Erick adalah  agar

PSSI lebih dikenal dengan

prestasi daripada pelbagai kon-

troversinya. Harapan itu terma-

suk segelintir janji yang harus di-

wujudkan. Sangat diperlukan

nyali besar untuk melakukan ser-

ta mewujudkannya.  Karena itu-

lah, PSSI perlu sosok kuat dan

memiliki waktu yang mencu-

rahkan perhatian dan pemikiran

untuk kemajuan sepakbola dan

organisasi sepakbola di

Indonesia. 

Dalam jangka pendek ujian

Eric Thohir adalah nyata. Per-

tama, bagaimana Indonesia bisa

menjadi tuan rumah yang baik

dalam ajang Piala Dunia U-20

yang akan dilaksanakan Mei

2023 mendatang. Bagi Erick ini

akan menjadi ujian berat di la-

pangan. Apalagi menurutnya di

sini ada martabat bangsa yang

dipertaruhkan. Kedua, menjaga

jarak sekaligus menjaga bandul

keseimbangan sebagai Ketua

Umum PSSI dengan hasrat poli-

tik menuju Pemilu 2024. Siapa

pun tahu, nama Erick Thohir mu-

lai dielus serta dikibarkan menja-

di pemimpin negeri, dalam kan-

cah politik pemilu mendatang. 

Namun sejatinya ada tugas

mendasar yang harus dilakukan

saat ini : mendidik sportivitas

penonton sepakbola. Sehingga

penonton bola Indonesia menja-

di penonton bermartabat. Me-

nerima kemenangan dan keka-

lahan sebagai hal biasa dalam

sebuah pertandingan.  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email : opini-

kr@gmail.com dengan panjang tulisan

antara 535  - 575 kata, dengan mengisi

subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-

ngan lupa menampilkan fotocopy identi-

tas. Terimakasih. 
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Sampah Teronggok di Pinggir Jalan Magelang
SLEMAN, dikenal sebagai

salah satu kabupaten di DIY yang

penuh prestasi. Namun soal

sampah, kami melihat ada pe-

nanganan yang kurang baik.

Sehingga  tidak tahu bagaimana

harus menyampaikan. Karena di

media ini sudah berkali-kali per-

soalan mengenai sampah ditulis

bahkan termasuk di rubrik ÕPi-

kiran PembacaÕ SKH Kedaulatan

Rakyat. Ini adalah masukan yang

harus mendapat perhatian.

Soal sampah bukan  sekadar

TPS,  penanganan sampah

rumahtangga atau kehadiran

bank sampah. Namun sampah di

jalanan di kawasan Sleman yang

luas, harus juga diperhatikan.

Masih ada Ôwajah sampahÕ jelas

dari luar dan sejatinya

memalukan. Seperti tampak di Jl

Magelang KM 12, di depan se-

buah bangunan rumah yang ter-

tulis ÔdijualÕ.

Di depan rumah tersebut dan

sekitarnya, sampah jalanan dari

dedaunan dan ranting kering

menumpuk. Padahal kawasan ini

tidak jauh dari ibukota kabupaten

Sleman, tempat kantor kabupa-

ten. Dan kondisi ini tidak sesuai

dengan  slogan ÔSleman Sem-

bagaÕ yang di antaranya terdapat

kata Ôbersih dan berbudayaÕ .

Mangga Ibu Bupati, sebagai

pemimpin Sleman, sebagai ibu,

gerakkan petugas kebersihan,

dinas kebersihan untuk membu-

at wajah Sleman elok. Ber-

sihkan sampah-sampah yang

berserakan di jalanan. Ini bukan

satu-satunya. Malu lah, jika di

Sleman sampah berserak tidak

karuan. Banyak lho serakan

sampahnya.  ❑-f

*) Edi MA, Gebang

Wedomartani Sleman


